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PENETAPAN
Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Mn

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, NIK. 3577034701760003 umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXKXXX XXXXXXXXXXX  XXXxxxx  KOTA
MADIUN SEKARANG BERDOMISILI DII' JALAN XXXXXXXXXXXXX
XXXXKKXXX XXXXKEXXKKKKKKX XXXXXKXKKKKK XXXXXXXKKK XXXXXXXXXK
XXXHXXXXXXK XXXXKKKKK XXXXXXXK XXXXXXXX XXXXXXXXX , Sebagali

Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3577031505770003 umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXXXXXXXXK XXXXXXXXXKX  XRXKKKKKXX XRXXXKKKKXXX  XXXXXKKKXK
XXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXX KOTA MADIUN,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal
10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/12/VII/2022,
tertanggal 04 Juli 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan
dan tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, dan
selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan
suami istri (gobla dukhul), dan belum karuniai anak;

4. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat
diketahui dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan tidak ada nafkah lahir
maupun batin kepada Penggugat, karena dulu antara Penggugat dengan
Tergugat menikah karena dikenalkan kemudian menikah cepat-cepat,
Penggugat mengetahui jika Tergugat Gangguan Jiwa (ODGJ) Penggugat
mendapat undangan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dan Surat Keterangan Kontrol ke Poli Jiwa di RS.
Griya Husada;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2023 Penggugat
tekanan batin kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi
pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa akhirnya sejak Maret 2023 hingga sekarang selama
kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX XXXXXXX,
XX XXX XX XXX, XXXXXXXXX  XXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXX dan
Tergugat bertempat tinggal di KOTA MADIUN;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan
Tergugat selama kurang lebih 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri
tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam

pola pikir;
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan
bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan  talak  satu ba'in  shughraTergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang
berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 14 Agustus 2023 yang
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat
menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena
dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
256/Pdt.G/2023/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Mn selesai

karena dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXX XXXXXX
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Syahrul Mubaroq, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.l., M.H. dan Fiki
Inayah, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh H. Maksum S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Ttd. Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.l., M.H. Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksum S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 220.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000.,-

Jumlah : Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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